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Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia, yang merupakan perubahan fokus dari penjatuhan hukuman semata-mata menuju perbaikan
kerusakan dan pemulihan hubungan. Studi ini menunjukkan bahwa restorative justice menawarkan
alternatif yang menjanjikan dibandingkan dengan pendekatan hukuman tradisional. Namun,
keberhasilannya diIndonesia bergantung pada evaluasi, pelatihan, dan perubahan terus-menerus dalam
kerangka hukum untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan reformasi hukum di negara ini.
Kesimpulan dari studi ini menyarankan tindakan strategis yang dapat meningkatkan efektivitas
restorativejustice di Indonesia. Salah satu langkah yang dianjurkan adalah pengaturan restorativejustice
dalam undang-undang tersendiri, yang dapat memperkuat perannya dalam menciptakan sistem
peradilan yang lebih seimbang dan rehabilitatif.

Kata Kunci: Energi, Nuklir, Limbah, Regulasi

Abstract

This study examines the application of the concept of Restorative Justice in Indonesia’s criminal justice system,
which represents a shift in the system that focuses on repairing damage and restoring relationships rather than
solely imposing punishment. This study suggests that restorative justice offers a promising option to traditional
punitive approaches. However, its success in Indonesia depends on continuous evaluation, training, and changes to
the legal framework to ensure that it fits with the goals of legal reform in Indonesia. This study reaches its
conclusion by suggesting strategic actions that can improve the performance of restorative justice in Indonesia. One
of the suggested measures is for restorative justice to be incorporated into a stand-alone law, which could strengthen
its role in achieving a more balanced and rehabilitative justice system.

Keywords: Energy, Nuclear, Waste, Regulations

PENDAHULUAN

Sistem hukum di Belanda menerapkan hukuman non-pemenjaraan bagi pelaku
pidana yang diancam dengan hukuman di bawah 6 (enam) tahun, termasuk hukuman
kerja sosial. Pendekatan pemidanaan yang tidak mengandalkan pemenjaraan ini telah
berhasil menurunkan tingkat keterisian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Belanda,
di mana di beberapa wilayah keterisian Lapas hanya mencapai 70%. Situasi ini sangat
berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana tingkat hunian Lapas melebihi kapasitas
yang seharusnya (over capacity) karena pemidanaan lebih terfokus pada
"pemenjaraan.” Pendekatan restorative justice mulai muncul di Belanda pada tahun
1990-an, ditandai oleh berbagai inisiatif dan gerakan dari masyarakat sipil. Hal ini
dimulai dengan praktik mediasi di Maastricht dan Limburg sejak tahun 1999, diikuti
dengan program peer mediation dan family conferencing. Meskipun banyak program
terkait restorative justice ini mendapatkan respons positif, banyak di antaranya tidak
dapat dilanjutkan akibat kurangnya regulasi, kebijakan, dan anggaran.

Ideologi suatu negara berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum yang dianutnya,
dan dalam konteks ini, Indonesia menganut ideologi Pancasila. Pancasila berperan
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sebagai norma dasar negara (staats fundamental norm), sehingga setiap norma hukum
harus menjadikan Pancasila sebagai sumber filosofis utamanya. Sistem hukum yang
didasarkan pada Pancasila mencerminkan semangat bangsa yang mengedepankan
nilai-nilai moral, kekeluargaan, keserasian, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan
sosial. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia seharusnya berlandaskan pada nilai-
nilai Pancasila. Tujuan wutama dari penciptaan hukum adalah untuk mengatur
kehidupan masyarakat agar lebih baik, yang mencerminkan idealisme di balik
kelahiran hukum. Sumber dari pembentukan nilai-nilai yang diharapkan (das sollen)
ini adalah apa yang disebut dengan ideologi. Dalam konteks ini, ideologi merujuk pada
segala sesuatu yang berkaitan dengan nilai-nilai yang paling mendasar dan esensial,
sehingga berdasarkan hal itu kita dapat menilai dan memperbaiki berbagai aspek
dalam kehidupan kita.

Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah grundnorm,
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum ini
dijelaskan oleh A.V. Dicey, yang menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam
setiap negara hukum, yang ia sebut sebagai “The Rule of Law,” adalah Supremacy of
Law. Ini berarti dominasi aturan hukum untuk melawan dan menghapuskan
kesewenang-wenangan serta kekuasaan pemerintah yang terlalu luas. Rumusan Pasal 1
ayat (3) UUD 1945 mencerminkan bahwa konsep negara hukum mengisyaratkan
bahwa hukum adalah alat bagi negara untuk menjalankan fungsi-fungsinya, di mana
semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Romli
Atmasasmita, hukum nasional Indonesia sebagai suatu sistem hukum masih belum
terbentuk secara holistik dan komprehensif, serta belum memperkaya nilai-nilai
kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan masyarakat yang lebih maju.
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem hukum nasional merupakan warisan dari
sistem hukum Hindia Belanda. Untuk itu, telah dilakukan upaya pembaharuan hukum
nasional dengan misi besar, yaitu dekolonialisasi terhadap hukum warisan kolonial,
demokratisasi, konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi terhadap perkembangan
paradigma hukum vyang berkembang baik secara nasional maupun internasional,
sejalan dengan politik hukum nasional.

Hal ini disebabkan karena sistem hukum di Indonesia masih mengandalkan warisan
dari sistem hukum kolonial Hindia-Belanda, sehingga pembentukan hukum pidana
tidak dapat dipisahkan dari analisis efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian,
pengembangan sistem pidana ini dipengaruhi oleh pemikiran individualisme-
liberalisme serta terpengaruh oleh aliran klasik dan neo-klasik dalam teori hukum
pidana dan pemidanaan yang berasal dari kepentingan kolonial Belanda di negara-
negara jajahannya. Oleh karena itu, arah penegakan hukum pidana seharusnya
dipandang sebagai primum remedium, bukan sebagai ultimum remedium. Saat ini,
dinamika penegakan hukum pidana telah mengalami pergeseran paradigma, dari
pendekatan yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi pendekatan rehabilitatif
(keadilan restoratif). Perubahan konsepsi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan
merupakan hasil dari proses pendewasaan masyarakat dalam memahami hukum (quid
ius). Saat ini, masyarakat mengharapkan penanganan kasus-kasus yang relatif ringan
dan bersifat kemanusiaan, seperti tindak pidana penganiayaan, kekerasan fisik yang
tidak mengganggu aktivitas, serta tindak pidana terkait harta benda, seperti pencurian
dengan nilai kerugian yang minimal, untuk tidak diproses secara punitif.

Perkembangan nilai keadilan dalam sistem hukum pidana telah mengalami
perubahan, di mana sebelumnya berlaku prinsip "mata dibalas dengan mata, nyawa
dibalas dengan nyawa." Konsep ini kini dianggap tidak lagi relevan dalam
menciptakan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, seiring perkembangannya,
pemahaman keadilan dapat terwujud jika hukum mampu memberikan kemanfaatan,
bukan hanya memastikan kepastian hukum. Seiring berjalannya waktu, alternatif
metode dari hukuman retributif telah muncul, yang menekankan pentingnya solusi
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untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi pihak-pihak yang terlibat, dan
mengembalikan ~ harmoni  dalam  masyarakat, @ sambil  tetap = menuntut
pertanggungjawaban dari pelaku. Pendekatan ini dikenal sebagai Restorative Justice
atau Keadilan Restoratif. ~Keadilan Restoratif menjadi fokus utama dalam
perkembangan hukum karena hukum pidana, yang awalnya digunakan sebagai alat
pembalasan dan bersifat punitif, dinilai kurang mampu memberikan solusi terhadap
kegelisahan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa penegakan hukum justru melukai
rasa keadilan, sehingga penerapan hukum sesuai ketentuan sering kali menyebabkan
kegaduhan di masyarakat.

Konsep Keadilan Restoratif mencakup pemulihan hubungan antara korban dan
pelaku, di mana proses pemulihan ini dapat membawa kedamaian yang hilang antara
ketiganya. Keadilan yang berlandaskan perdamaian antara pelaku, korban, dan
masyarakat menjadi inti dari moralitas restorative justice, karena keadilan dan
perdamaian sejatinya saling terkait. Pemulihan hubungan ini dapat didasarkan pada
kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, di mana korban dapat
mengungkapkan kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan
untuk menebusnya melalui berbagai mekanisme seperti ganti rugi, perdamaian, kerja
sosial, atau lainnya. Berbeda dengan pemidanaan konvensional, yang tidak
memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat. Konsep ini merupakan wujud
untuk menyeimbangkan antara penerapan aturan yang ada (rechtmatigheid) dengan
interpretasi yang berfokus pada tujuan atau asas kemanfaatan (doelmatigheid).

A. Sejarah Restorative Justice

Pada dasarnya, konsep keadilan restoratif muncul pada tahun 1970-an di Amerika
Utara dan Eropa, ditandai dengan hadirnya Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku
di Ontario. Pendekatan ini dianggap sebagai pergeseran terbaru dari berbagai model
dan mekanisme dalam sistem peradilan pidana untuk menangani kasus-kasus kriminal
saat ini, karena prinsip model keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kembali
hubungan yang terganggu akibat tindakan kriminal antara korban dan pelaku. Selandia
Baru merupakan negara pertama di dunia yang mengimplementasikan keadilan
restoratif, yang awalnya diterapkan pada kejahatan, disiplin sekolah, dan konflik antara
warga dengan pemerintah, lalu berkembang ke peradilan umum melalui Family Group
Conference (FGC). Seiring dengan waktu, keadilan restoratif juga diterapkan pada
kejahatan berat. Di Irlandia Utara, pendekatan ini digunakan sebagai alternatif
penyelesaian untuk tindak pidana kekerasan. Sementara itu, Eropa Timur menerapkan
keadilan restoratif dalam konteks reformasi peradilan. Di Afrika, penerapannya terlihat
melalui revitalisasi praktik-praktik tradisional, peningkatan sanksi kerja sosial, dan
respons nasional terhadap perang saudara dan genosida. Di Timur Tengah, keadilan
restoratif dimulai dari proses penyelesaian konflik tradisional. Di kawasan Asia
lainnya, pendekatan ini diterapkan dalam konteks peradilan anak, di mana
penyelesaian kasus anak dikecualikan dari proses peradilan formal. Meksiko juga
mengadopsi  keadilan restoratif setelah Amandemen Konstitusi Pasal 20, yang
menegaskan pengakuan hak-hak korban dan peninjauan kebijakan pemidanaan.

Di Indonesia, konsep Keadilan Restoratif sebenarnya telah lama dikenal dan
diterapkan dalam hukum adat yang berlaku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa
filosofi dasar dari pendekatan restoratif ini bertujuan untuk mengembalikan keadaan
ke kondisi semula sebelum konflik terjadi. Ini sejalan dengan filosofi pemulihan
keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

B. Pengertian Restorative Justice

Umbreit menjelaskan bahwa: "Restorative Justice is a victim centered response to
crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of
community to address the harm caused by the crime". Keadilan Restoratif merupakan
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suatu respons terhadap kejahatan yang berfokus pada korban, yang memungkinkan
korban, pelaku, keluarga mereka, dan perwakilan masyarakat untuk mengatasi
kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Menanggapi pandangan tersebut, Daly menyatakan bahwa konsep yang
diungkapkan oleh Umbreit menekankan pada "memperbaiki kerusakan dan kerugian
yang diakibatkan oleh tindak pidana," yang harus didukung oleh konsep restitusi. Hal
ini bertujuan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang dialami oleh para
korban serta memfasilitasi tercapainya perdamaian.

C. Prinsip-Prinsip Restorative Justice

Dalam keadilan restoratif, perhatian diberikan kepada kepentingan korban. Hal ini
berbeda dengan penyelesaian kasus pidana melalui jalur hukum, di mana Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur hak-hak Tersangka
dan Terdakwa, sementara hak korban kejahatan tidak disebutkan. Selama ini, korban
diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertindak sebagai perwakilan negara, tetapi
tidak menunjukkan dukungan terhadap hak-hak korban. Menurut konsep keadilan
restoratif, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai serangan terhadap negara,
melainkan sebagai pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Ini
tidak berarti bahwa wewenang untuk membalas dendam dipindahkan dari negara
kepada korban kejahatan. Keadilan restoratif berfokus pada hubungan kemanusiaan
antara korban dan pelanggar, serta dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap
semua pihak—tidak hanya korban, tetapi juga masyarakat dan pelanggar itu sendiri.
Dalam pemidanaan yang berlandaskan perspektif keadilan restoratif, terdapat empat
unsur penting yang berperan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan
pelanggar.

Beberapa prinsip yang diterapkan dalam pendekatan restoratif untuk menyelesaikan

tindak pidana adalah:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due Process): Setiap sistem peradilan pidana di
berbagai negara memberikan hak kepada Tersangka untuk memahami prosedur
perlindungan tertentu sebelum dihadapkan pada penuntutan atau hukuman.
Proses peradilan (due process) harus dianggap sebagai bentuk perlindungan
untuk menyeimbangkan kekuasaan Negara dalam menahan, menuntut, dan
melaksanakan hukuman berdasarkan putusan. Dalam penerapannya, mekanisme
pendekatan restoratif mengharuskan adanya keinginan untuk tetap memberikan
perlindungan bagi Tersangka terkait dengan due process. Namun, karena proses
restoratif mensyaratkan pengakuan bersalah terlebih dahulu, hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai sejauh mana persetujuan yang diinformasikan (informed
consent) dan pelepasan hak secara sukarela (waiver of rights).

b. Perlindungan yang Setara: Dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan
pendekatan restoratif, keadilan harus muncul dari pemahaman bersama mengenai
makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama,
latar belakang etnis, atau status sosial lainnya. Terdapat keraguan mengenai
kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan masalah dan
memberikan rasa keadilan di antara para peserta yang memiliki latar belakang
berbeda. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan salah satu pihak memiliki
keunggulan dalam hal kekuatan ekonomi, intelektual, politik, atau fisik, yang
dapat menyebabkan ketidaksetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam
proses restoratif.

c. Hak-Hak Korban: Dalam penyelesaian masalah dengan pendekatan restoratif,
penting untuk memberikan perhatian pada hak-hak korban, karena korban
merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan seharusnya memiliki posisi
hukum dalam proses penyelesaian tersebut. Dalam sistem peradilan pidana secara
umum, korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang setara dari
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otoritas dalam sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan mendasar mereka
sering diabaikan. Jika pun ada perhatian terhadap mereka, hal itu sering kali
hanya sebatas pemenuhan administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d. Prinsip Praduga Tidak Bersalah: Dalam peradilan pidana secara umum, beban
pembuktian untuk menunjukkan kesalahan Tersangka berada di tangan Negara.
Selama proses pembuktian tersebut berlangsung, Tersangka harus dianggap tidak
bersalah. Namun, dalam proses restoratif, pengakuan bersalah menjadi syarat
untuk melanjutkan penyelesaian. Dalam konteks ini, hak-hak Tersangka terkait
dengan praduga tak bersalah dapat dinegosiasikan, di mana Tersangka memiliki
hak untuk mengikuti proses restoratif dan menolak untuk mengakui kesalahan,
serta memilih opsi proses formal di mana kesalahan harus dibuktikan. Selain itu,
Tersangka juga berhak untuk mengajukan banding ke Pengadilan, dan semua
perjanjian yang dicapai dalam proses restoratif tidak akan memiliki kekuatan
mengikat.

e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum: Dalam proses restoratif, peran Advokat atau
Penasehat Hukum sangat penting untuk membantu pelanggar dalam melindungi
hak-haknya dengan dukungan dari Penasehat Hukum. Pada setiap tahap informal
dalam pendekatan restoratif, Tersangka dapat mendapatkan informasi tentang
hak dan kewajibannya melalui bantuan Penasehat Hukum, yang dapat menjadi
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun, setelah Tersangka
memutuskan untuk berpartisipasi dalam proses restoratif, ia seharusnya berbicara
dan bertindak atas namanya sendiri. Jika pengacara diizinkan mewakili partisipan
di semua tahap proses restoratif, hal ini dapat menghilangkan banyak manfaat
yang diharapkan dari "perjumpaan,” seperti komunikasi langsung dan
pengungkapan perasaan. Di sisi lain, pengacara juga dapat memberikan saran
berharga kepada klien mereka tentang hasil yang paling mungkin dan apa yang
seharusnya diharapkan.

D.Bentuk Penerapan Restorative Justice

Burhanuddin Salam menyatakan bahwa keadilan bukan sekadar pengertian,
melainkan merupakan suatu kualitas yang muncul dari tindakan yang dianggap adil
setelah dilakukan pemisahan dan seleksi antara yang benar dan yang salah. Keadilan,
seperti yang diungkapkan, adalah hasil dari suatu proses pemilihan dan pemisahan.
Konsep keadilan bukanlah tentang balas jasa, melainkan tentang mencegah
kesewenang-wenangan antar individu yang dapat menyebabkan ketidakadilan akibat
penyalahgunaan kekuasaan. Kekuatan yang dimiliki seseorang atas orang lain dapat
digunakan secara langsung atau tidak langsung melalui penguasaan.

Saat ini, terdapat dua jenis keadilan yang diterapkan, yaitu keadilan retributif dan
keadilan restitusi. Keadilan retributif (retributive justice) berkaitan dengan kesalahan
yang dilakukan oleh individu, sehingga individu tersebut harus menerima hukuman
yang sesuai dengan tindakannya. Sementara itu, keadilan restitusi berfokus pada
pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro,
ketika korban mengalami penderitaan atau kerugian materiil akibat tindakan pidana
yang dilakukan oleh orang lain, sudah seharusnya pelaku tindak pidana tersebut yang
bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Purwoto S. Gandasubrata berpendapat bahwa suatu tindakan pidana yang
melanggar hukum namun tidak mengganggu hak individu dan tidak menyebabkan
kerugian yang nyata seharusnya hanya dikenakan hukuman penjara. Sebaliknya, jika
tindakan pidana tersebut melanggar hak dan mengakibatkan kerugian, maka pelaku
harus diwajibkan untuk memberikan ganti rugi (restitusi).

METODE PENELITIAN
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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru mengenai energi baru
yang lebih bersih, namun perancangan regulasi perlu dilakukan dengan mengambil
contoh pengelolaan limbah PLTN dari negara lain (Hartanto dan Sartini 2019). Hal ini
disebabkan karena di Indonesia, penggunaan dan pengolahan nuklir saat ini baru
memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini merupakan data kuantitatif yang
dikumpulkan dari sumber-sumber di internet dan buku-buku yang relevan dengan
topik pembahasan. Data tersebut diambil dari sumber-sumber yang tepercaya dan
memiliki kompetensi di bidangnya. Untuk mendukung yurisdiksi penulisan artikel ini,
peraturan perundang-undangan yang digunakan masih dalam bentuk RUU yang
belum disahkan, namun juga mencakup lex generalis mengenai peraturan penanganan
limbah yang sudah berlaku sebagai peraturan pembanding.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Mekanisme penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice dapat
diterapkan pada tindak pidana, yang salah satunya telah diujicobakan dalam program
Canberra Reintegrative Shaming Experiments (RISE). Kegiatan ini merupakan
eksperimen program R] untuk empat jenis tindak pidana, termasuk mengemudi dalam
keadaan mabuk (drink-driving). Dalam kasus ini, pelaku diajak untuk berpartisipasi
dalam mekanisme konferensi. Pihak korban diwakili oleh perwakilan komunitas dan
pendukung pelaku, karena tidak ada korban yang hadir secara langsung, sementara
polisi berfungsi sebagai fasilitator dalam pertemuan tersebut.

Tidak semua pelaku tindak pidana yang tidak melibatkan korban dapat mengikuti
mekanisme restorative justice. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya
adalah adanya kesamaan persepsi tentang fakta-fakta tindak pidana serta persetujuan
untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Dalam proses ini, diharapkan tercapai
kesepakatan antara pelaku dan keluarganya atau pendukungnya untuk membantu
pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya melalui intervensi tertentu. Model ini
dipilih berdasarkan pandangan Braithwaite, yang menyatakan bahwa paksaan informal
lebih efektif daripada sanksi formal, dengan harapan dapat mengurangi konsumsi
alkohol. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya,
Community Reparative Board sering mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat
kerugian dalam kasus tanpa korban, sehingga mereka kesulitan menentukan jenis
reparasi yang sesuai untuk diberikan kepada pelaku kejahatan.

Keadilan retributif dan restitusi dinilai tidak efektif dalam mencegah dan
mengurangi kejahatan. Berbeda dengan keadilan restoratif yang memperhatikan
kepentingan baik pelaku maupun korban. Dean E. Peachey menjelaskan perbedaan
antara paradigma keadilan retributif, restitusi, dan restoratif, yaitu:

No. PERBEDAAN RESTITUSI RETRIBUSI RESTORATIF
1. Landasan Filosofi Memperbaiki kesalahan [ Mencapai keadilan | Pemberian maaf
dengan mengganti atau | dengan memberikan | sebagai dasar
memperbaharui balasan atas derita/sakit | memperbaiki
yang ditimbulkan hubungan antar
manusia
2. Cara Korban menerima ganti | Pelaku dijatuhi | Pelaku meny esali
rugi hukuman yang berat | perbuatan, berjanji
atau setimpal tidak mengulangi
(dengan memberikan
ganti rugi bila
diperlukan)
3. Fokus Korban Pelaku Korban dan Pelaku

Dari perbedaan paradigma keadilan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan
bahwa keadilan restoratif dapat menjadi solusi dalam menangani kasus anak yang
berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan
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korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat dalam memperbaiki tindakan yang
melanggar hukum, dengan memanfaatkan kesadaran dan keinsafan sebagai dasar
untuk memperbaiki kehidupan sosial.

B. Pemetaan Peluang Regulasi yang Mendukung Restorative Justice

Meskipun definisi keadilan restoratif (RJ) dalam konteks hukum Indonesia saat ini
masih menyisakan beberapa catatan, terutama karena orientasinya yang masih
dianggap sebagai penyelesaian atau perdamaian, tetap ada beberapa kerangka
peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dukungan bagi penerapan R]
sebagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Pendekatan ini
melibatkan semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun pihak terkait,
untuk menjalani proses yang bertujuan mencapai pemulihan.

a. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Indonesia memiliki Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara
jelas menyatakan dalam Pasal 5 bahwa pendekatan keadilan restoratif harus
diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang ini,
keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang
melibatkan pelaku, korban, keluarga dari pelaku dan korban, serta pihak lain
yang relevan untuk mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan ke
keadaan semula, bukan pada pembalasan. Meskipun undang-undang ini
menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif, ia tidak memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai makna dan cara penerapan pendekatan tersebut.

b. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan
dan Jumlah Denda dalam KUHP: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor
2 Tahun 2012 mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda dalam KUHP bertujuan untuk merevisi standar yang ada untuk tindak
pidana ringan serta batasan denda dalam KUHP. PERMA ini memiliki berbagai
implikasi dalam konteks penerapan restorative justice. PERMA Nomor 2 Tahun
2012 memberikan definisi dan kategori yang lebih jelas mengenai tindak pidana
ringan dalam hukum pidana Indonesia. Penyesuaian ini dapat memengaruhi
penerapan restorative justice serta cara tindak pidana ringan ditangani dalam
sistem hukum. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 merupakan undang-undang krusial
yang bertujuan untuk menyesuaikan standar dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana ringan dan batasan denda.
Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui serta menyelaraskan definisi dan
sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana ringan agar lebih sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan sistem hukum pidana saat ini.

c. SKep Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1691/DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan restorative
justice: SKep ini diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative
justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tujuan utama penerbitan
SKep ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terarah dalam
pelaksanaan restorative justice, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan
pelaku dengan tingkat kesalahan yang relatif ringan atau kasus tertentu yang
dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Restorative justice adalah
pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan
hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak, bukan hanya
fokus pada hukuman bagi pelaku. Prinsip utama keadilan restoratif adalah
mencapai kesepakatan bersama yang dapat memulihkan kerugian yang dialami
oleh korban serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki
kesalahan mereka.
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d. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/VII/2018 Tahun
2018 tentang Penerapan restorative justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana:
Surat Edaran (SE) ini diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada
tahun 2018 sebagai langkah untuk mengintegrasikan konsep restorative justice
dalam penanganan perkara pidana. Latar belakang penerbitan SE ini bertujuan
untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan dan menekankan
penyelesaian yang lebih fokus pada pemulihan korban dan masyarakat daripada
hanya mengandalkan hukuman. Tujuan utama SE ini adalah untuk memberikan
pedoman kepada aparat kepolisian dalam menangani perkara pidana yang dapat
diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Selain itu, SE ini juga
bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas
penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks SE ini,
restorative justice dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana
yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses dialog untuk
mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak. Prinsip utama keadilan
restoratif yang diadopsi dalam SE ini mencakup pemulihan hubungan,
kompensasi kepada korban, dan rehabilitasi pelaku. SE ini juga menetapkan
bahwa tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme
keadilan restoratif.

C.Penerapan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Republik

Indonesia

Penerapan keadilan restoratif oleh Jaksa Republik Indonesia melalui Peraturan
Kejaksaan Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif merupakan langkah maju yang signifikan dalam hukum pidana di
Indonesia. Peraturan ini memberikan wewenang kepada jaksa penuntut umum untuk
menggunakan kebijakan dalam menghentikan kasus-kasus yang dinilai tepat untuk
diselesaikan melalui jalur non-formal, dengan penekanan pada perdamaian dan
rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan keluarganya. Keadilan restoratif, sebagai
alternatif dari pendekatan hukuman tradisional, bertuyjuan untuk memulihkan
hubungan, memastikan pemulihan bagi korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku,
khususnya dalam kasus pidana ringan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
ini juga memberikan panduan tentang pelaksanaan proses restorative justice.

Prosedur mediasi harus melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Pedoman ini memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan untuk
berbicara dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian. Mediasi berperan penting
dalam melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain untuk menjamin proses penyelesaian
yang menyeluruh dan inklusif. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan,
seperti korban dan pelanggar, mediasi dapat menangani konsekuensi emosional dan
praktis dari kejahatan, memfasilitasi permohonan maaf, serta membangun hubungan
yang mendukung penyembuhan antara semua pihak. Dengan adanya pedoman dan
kriteria yang jelas, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan
kepastian hukum dalam penerapan keadilan restoratif. Ini membantu mengurangi
risiko ketidakpastian dan subjektivitas dalam keputusan hukum, memastikan bahwa
setiap kasus yang ditangani melalui keadilan restoratif mengikuti prosedur dan prinsip
yang konsisten. Konsistensi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan restoratif
diterapkan secara adil.

D.Efektivitas Penerapan Restorative Justice di Indonesia dalam Undang-Undang
Restorative Justice
Keadilan restoratif telah muncul sebagai pendekatan alternatif yang semakin diakui
di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menawarkan cara yang lebih
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manusiawi dalam menangani kasus pidana, dengan penekanan pada pemulihan
hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta rekonsiliasi yang bertujuan
untuk memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana. Di tengah wupaya untuk
mereformasi sistem hukum pidana Indonesia yang cenderung retributif, perlunya
pengaturan keadilan restoratif dalam sebuah Undang-Undang khusus menjadi suatu
keharusan yang mendesak dan tidak boleh diabaikan.

Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perubahan signifikan dalam sistem hukum
pidana di seluruh dunia, beralih dari hukuman retributif ke keadilan restoratif, yang
menekankan pada pemulihan hubungan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini fokus pada
perbaikan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal melalui partisipasi aktif
dari korban, pelanggar, dan masyarakat, sangat berbeda dengan metode hukuman
tradisional yang lebih mengutamakan hukuman dibandingkan dengan restorasi.
Penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya memfasilitasi
rekonsiliasi tetapi juga mendorong reintegrasi sosial dan mengurangi tingkat
residivisme, sehingga menciptakan komunitas yang lebih aman. Implementasi yang
berhasil, seperti yang terlihat di Selandia Baru, menunjukkan efektivitas praktik
restoratif dalam mencapai hasil keadilan yang adil. Namun, masih ada tantangan yang
harus dihadapi, termasuk kebutuhan akan sumber daya yang cukup dan kolaborasi
antara pemangku kepentingan untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi sistem
peradilan  restoratif. = Secara keseluruhan, transisi menuju keadilan restoratif
menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan pendekatan
hukuman konvensional, serta menyelaraskan praktik hukum dengan realitas sosial dan
hak asasi manusia.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif telah diakui dan mulai diterapkan melalui
berbagai peraturan, termasuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang
memberikan pedoman untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus-kasus tertentu.
Namun, penerapan restorative justice saat ini masih terbatas dan terfragmentasi dalam
berbagai peraturan sektoral yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem
hukum pidana Indonesia. Keadaan ini menciptakan tantangan terkait konsistensi dan
kepastian hukum, serta efektivitas penerapan keadilan restoratif di lapangan. Penegak
hukum, termasuk jaksa, hakim, dan polisi sering mengalami kesulitan dalam
memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara konsisten, yang
pada akhirnya dapat memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan ini. Oleh
karena itu, penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi tantangan besar
terkait konsistensi hukum dan efektivitas penerapan prinsip-prinsipnya oleh aparat
penegak hukum.

Penelitian menunjukkan bahwa praktik saat ini, terutama di kantor kejaksaan, sering
kali lebih mengutamakan pencapaian perdamaian antara korban dan pelaku tanpa
secara memadai mempertimbangkan tanggung jawab hukum dari semua pihak yang
terlibat, yang mengakibatkan kurangnya kepastian hukum. Selain itu, perbedaan
regulasi antara Kepolisian dan Kejaksaan menciptakan kebingungan, sehingga
memperumit penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Terdapat pula kebutuhan
untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan di antara lembaga penegak hukum
agar dapat menerapkan keadilan restoratif dengan efektif, seperti yang ditekankan oleh
peran potensial Kantor Kejaksaan Agung dalam membangun sistem peradilan yang
lebih manusiawi. Usaha Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan keadilan
restoratif juga menunjukkan bahwa meskipun bertujuan untuk menciptakan kepastian
hukum, proses tersebut masih terhambat oleh kompleksitas administrasi. Secara
keseluruhan, temuan ini menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas dan pelatihan
yang lebih baik bagi penegak hukum untuk memastikan keberhasilan penerapan
prinsip-prinsip keadilan restoratif.

SIMPULAN
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Untuk memastikan tercapainya tujuan Restorative Justice yang diimplementasikan
di Indonesia melalui Undang-Undang Restorative Justice, sejumlah langkah strategis
harus diambil:

1.

Pelatihan Intensif dan Sertifikasi Aparat Penegak Hukum: Aparat penegak hukum
perlu menjalani program pelatihan intensif yang bersifat wajib dan berkelanjutan,
dengan fokus pada penerapan restorative justice secara praktis. Peserta harus
mendapatkan sertifikasi untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-
benar memahami dan menguasai prinsip-prinsip restorative justice yang dapat
menangani kasus-kasus terkait. Dengan cara ini, konsistensi dan kualitas
penerapan di lapangan akan meningkat.

. Kampanye Edukasi Publik yang Terukur: Kampanye edukasi publik yang

terencana dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman
tentang restorative justice. Kampanye ini harus disesuaikan dengan berbagai
segmen masyarakat, memanfaatkan media yang efektif, serta melibatkan tokoh
masyarakat dan influencer yang dipercaya. Tujuannya adalah untuk mengubah
perspektif masyarakat terhadap pendekatan retributif, agar mereka dapat
menerima dan mendukung konsep restorative justice secara keseluruhan.

. Evaluasi Berbasis Data dan Penyesuaian Kebijakan yang Responsif: Metode

berbasis data perlu diterapkan secara rutin untuk mengevaluasi pelaksanaan
Undang-Undang Restorative Justice. Metode ini mencakup pengumpulan dan
analisis data yang komprehensif mengenai dampak implementasi undang-undang
ini dalam berbagai aspek, seperti kepuasan korban, tingkat rehabilitasi pelaku,
dan pengaruhnya terhadap pengurangan tingkat residivisme. Hasil dari evaluasi
ini menunjukkan bahwa kelemahan dalam kebijakan harus segera diperbaiki.

. Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Pendukung yang Inklusif: Untuk

mendukung implementasi restorative justice, perlu dilakukan pengembangan
infrastruktur dan layanan yang inklusif secara menyeluruh. Hal ini mencakup
pendirian pusat mediasi yang mudah diakses, penyediaan layanan konseling
gratis bagi pelaku dan korban, serta pembangunan sistem pemantauan digital
yang menampilkan transparansi dalam pelaksanaan restorative justice di setiap
tahap.

. Penguatan Kolaborasi Antar-Lembaga dan Pemangku Kepentingan: Untuk

memastikan keberhasilan restorative justice, institusi penegak hukum, lembaga
pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi perlu meningkatkan
kolaborasi. Kerja sama ini harus dibangun melalui perjanjian yang jelas mengenai
peran dan tanggung jawab masing-masing, serta dukungan anggaran yang cukup
untuk melaksanakan program restorative justice.

. Ekspansi Penerapan Restorative Justice pada Kasus-Kasus yang Lebih Luas:

Sangat penting untuk mempertimbangkan perluasan cakupan restorative justice
tidak hanya pada kasus-kasus ringan, tetapi juga pada jenis kejahatan lain, seperti
kejahatan ekonomi atau lingkungan, di mana pemulihan dan rekonsiliasi dapat
memberikan hasil yang lebih positif dibandingkan dengan hukuman penjara.
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